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Abstract: The aim of this research was to know the drug related need in the pharmacy service at 
pharmacy special prescription service. Descriptive study was done to out patient who fulfi ll prescription 
in the pharmacy Dr Soebandi Jember Hospital. A sample of this population is 557 patients taken with 
sampling techniques with stratifi ed random sampling. Retrieval of data in this study using a questionnaire 
instrument. From the data needs of the patient at the pharmacy pharmacy services in the majority of 
patients explain need to therapy appropriate treatment indication for 85.6 %, at eff ective 84.9 %, at 
safely 77.4 % and can be used according to the rules of use of 94.4 %. Based on these data it can be 
concluded that the needs of patients at the pharmacy services are appropriate indications, eff ective, 
safe and can be used according to the rules of use. The requirement can be achieved due to appropriate 
pharmacy services running and providing pharmaceutical care is a pharmacist. Reimbursements are 
reimbursed by the insurance company should not be given to Pharmacist Pharmacy for pharmaceutical 
care can not walk if no pharmacist.

Keywords: Need , Pharmaceutical Care, Pharmacist, Pharmacy, Pharmacy Service, Reimbursement.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan obat terkait dalam pelayanan 
farmasi di apotek layanan resep khusus. Penelitian deskriptif ini dilakukan pada pasien rawat jalan yang 
menebus resep di apotek Rumah Sakit Dr. Soebandi Jember. Sebuah sampel dari populasi ini adalah 
557 pasien yang diambil dengan teknik sampling dengan stratifi ed random sampling. Pengambilan data 
dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner.Dari data kebutuhan pasien pada pelayanan 
farmasi, sebagian besar pasien memiliki kebutuhan untuk terapi pengobatan yang indikasi tepat sebesar 
85,6 %, efektif sebesar 84,9%, aman sebesar 77,4% dan dapat digunakan sesuai dengan aturan pakai 
sebesar 94,4%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pasien di pelayanan 
farmasi indikasi yang tepat, efektif, aman, dan dapat digunakan sesuai dengan aturan pakai. Keempat 
komponen kebutuhan pasien akan diterima pasien jika pelayanan farmasi diberikan dengan prinsip 
asuhan kefarmasian dan hanya bisa diberikan oleh apoteker. Adanya reimbursement kepada apoteker 
dari pihak asuransi  karena  pelayanan farmasi dapat bejalan sesuai asuhan kefarmasian dan pemberi 
asuhan kefarmasian adalah apoteker. Reimbursement yang akan diganti oleh perusahaan asuransi 
seharusnya diberikan kepada apoteker di apotek karena perawatan farmasi tidak bisa berjalan jika tidak 
ada apoteker.   

Kata kunci: Kebutuhan, asuhan kefarmasian, apoteker, farmasi, layanan farmasi, penggantian.
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yang  disebut  dengan reimbursement.  Apoteker 
sebagai health care provider sehingga pantas untuk 
diganti  (reimburse) jasanya oleh lembaga asuransi, 
dibawah undang-undang sosial yang mengaturnya(10).

  Di Indonesia, Apoteker atau tenaga kefarmasian 
termasuk tenaga kesehatan atau health care provider
yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
pernyataan pada Undang-undang no 23 tahun 1992 
dan undang-undang no 36 tahun 2009. Namun dibelum 
diatur bahwa Apoteker menerima reimbursement dari 
pihak asuransi(11,12).

  Undang-undang  No.  24  tahun  2011,  pasal  11 
adanya  kesepakatan  tentang  reimbursement  antara 
BPJS dengan fasilitas kesehatan salah satunya Apotek 
sebagai tempat Apoteker untuk memberi pelayanan 
kefarmasian. sedangkan menurut Rappaport(13),  apotek 
identik  dengan  proses  dispensing  sehigga  manfaat 
yang  diterima  pasien  hanya  obat  yang  diresepkan 
dokter. perolehan manfaat  berupa terapi obat  yang 
tepat indikasi, efektif, aman dan dapat dipatuhi oleh 
pasien   didapat  dengan  berjalannya  dispesing  dan 
asuhan kefarmasian saling berdampingan(13).

  Pemberi asuhan kefarmasian adalah Apoteker bukan 
Apotek(13).  Pelayanan obat atas dasar resep dilakukan 
oleh tenaga kesehatan yang yang memiliki keahlian 
dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undang, 
yaitu Apoteker(11).

  Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat permasa- 
lahan yang mendasar yaitu apakah yang dibutuhkan 
pasien terhadap pelayanan kefarmasian, obat saja atau 
asuhan kefarmasian. sehingga dapat menilai apakah 
Apotek  atau Apoteker  yang  seharusnya  melakukan 
kesepakatan  dengan  BPJS  sebagai  pihak  asuransi 
atas  manfaat  yang  diterima  pasien.  Oleh  sebab  itu 
peneliti  merasa  pelu  untuk  melakukan  penelitian 
untuk mengetahui kebutuhan pasien pada pelayanan
kefarmasian di Apotek

BAHAN DAN METODE

BAHAN.
  Alat. Kuesioner untuk menilai kebutuhan Pasien 

pada pelayanan kefarmasian
  METODE. Penelitian yang dilakukan  tergolong 

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau 
deskripsi  tentang  kebutuhan  pasien  pada  pelayanan 
kefarmasian di Apotek secara objektif.

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien 
rawat jalan di Apotek RSUD dr Soebandi kabupaten 
Jember yang bersedia menjadi responden. Jumlah rata- 
rata populasi pasien rawat jalan RSUD dr Soebandi 
tiap bulan adalah 6839 orang. Sampel adalah  pasien 
yang  diambil  dari  populasi  dan  mewakili  populasi,
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PENDAHULUAN

PENINGKATAN  kesejahteraan  rakyat  dapat 
diwujudkan dengan membentuk suatu sistem jaminan 
sosial  nasional.  Pemerintah  membentuk   Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial  untuk membuat sistem 
tersebut.Pembentukan BPJS sesuai Undang-Undang 
Nomor 24  Tahun 2011(1).

  Salah  satu  bentuk  pelayanan  kesehatan  yang 
dijamin  oleh  BPJS  selaku  pihak  asuransi  adalah 
pelayanan  obat.  Hal  ini  dikarenakan  pelayanan 
obat  atau  pelyanan  farmasi  merupakan  pelayanan 
kesehatan tingkat pertama atau  pelayanan kesehatan
non spesialistic  yang dijamin oleh BPJS(2). Sebagai 
pelayanan  kesehatan  primer  bahkan   dipertegas 
oleh Smith(3), bahwa penyedia pelayanan kesehatan 
primer  adalah Apoteker  karena  dapat  diakses  di 
banyak masyarakat dan memiliki peluang besar dalam 
memberikan  nasehat  dalam  mengelolah  masalah 
kesehatan  dan  memiliki  kontribusi  besar  dalam 
pelayanan kesehatan(4,5) .

  Berdasarkan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 
pasal  13,  BPJS  berkewajiban  untuk  memberikan 
manfaat kepada seluruh masyarakat.  Pada pelyanan 
kefarmasian, manfaat yang diterima peserta asuransi 
adalah  manfaat  dari  obat  yang  terdiri   dari:   tepat 
indikasi, efektif, aman, dan paserta dapat menggunakan 
obat sesuai aturan penggunaan(6) .

  Tepat  indikasi,  efektif,  aman,  patuh  atau  ke- 
mampuan  pasien  menggunakan  obat  merupakan 
hasil terjemahan Apoteker terhadap kebutuhan pasien 
pada  pelayanan  kefarmasian  yang  diekspresikan 
pasien  melalui  pemahaman,  harapan,  perhatian dan 
tingkah laku pasien terhadap terapi pengobatan yang 
diterima(7).  Dalam  asuhan  kefarmasian, Apoteker 
bertangungjawab  menjamin  ketepatan  indikasi, 
keefi sienan,  keamanan  terapi  obat,  dan  kepatuhan 
pasien  menggunakan obat dengan melakukan praktek 
berupa menilai kebutuhan pasien  terkait terapi obat, 
membuat  rencana  asuhan,  menindaklanjuti  rencana 
asuhan dan mengevaluasinya(7) .

  Efektif, aman, dan kenyamanan merupakan man- 
faat  obat  yang  digunakan  sebagai  dasar Apoteker 
meminta kompensasi dari pelayanan yang diberikan 
kepada  pasien(6).  Sebuah  profesioanalitas  praktek 
akan berlansung lama jika diberi suatu kompensasi. 
Hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Tamblyn,  R  dan 
Batitista (8).  bahwa kompensasi dapat menjadi sebuah 
perangsang  bagi  praktisi Apoteker  menjadi  lebih 
baik  dalam  memberikan  pelayanan  kefarmasian. 
Bentuk kompensasi ini berupa biaya profesional yang 
diberikan kepada Apoteker(9).

  Salah  satu  bentuk  pembayaran  terhadap  biaya 
profesional Apoteker adalah melalui pihak asuransi
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yang mendapatkan resep rawat jalan  dan mengambil 
obat di Apotek  rumah sakit dr Soebandi kabupaten 
Jember dengan kriteria inklusi: berusia ≥ 17 tahun, 
pasien yang bersedia mengisi kuesioner, pasien yang 
bisa baca tulis, pasien rawat jalan yang datang berobat 
dan mendapatkan resep pada periode November 2013. 
Besar sampel sebesar 557 orang didapat dengan 
menggunakan rumus:

Dimana n= jumlah sampel minimum;  =nilai 
distribusi normal baku (tabel z) pada α tertentu. karena 
α = 0,05 maka nilainya 1,962; p = porporsi, jika tidak 
diketahui nilai porposi di penelitian sebelumnya maka 
nilai p adalah 0,5; d = kesalahan (absolut) yang dapat 
ditolerir sebesar 0,05; N= jumlah populasi.

   Pengambilan sampel dengan teknik dengan 
metode sampel strata (Stratifi ed Random Sampling) 
berdasarkan strata  asuransi  yakni pasien ASKES, 
Umum, JKM dan asuransi lain. Periode penelitian 
ini dilakukan dari 1 November sampai 30 November 
2013.
        Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner yang meliputi karakteristik pasien dan 
kebutuhan pasien pada pelayanan kefarmasian. 
Data karakteristik pasien yang diambil meliputi: 
umur, jenis kelamin, pendidikan dan  status asuransi 
kesehatan pasien. variabel kebutuhan pasien yang 
diamati adalah tepat indikasi, aman, nyaman, dan 
patuh. Analisa penelitian yang dilakukan adalah 
denga cara analisis deskriptif dengan tabel distribusi 
frekuensi karakteristik pasien dan kebutuhan pasien 
pada pelayanan kefarmasian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data dengan menggunakan kuisoner 
yang sudah valid karena memberikan hasil uji validitas 
memberikan nilai r hitung > 0,3  dan uji realibilitas 
nilai Croanbach’s Alpha sebesar 0,808 atau >0,6.  
Untuk memenuhi tujuan penelitian maka dilakukan 
penelitian di Apotek RSUD dr Soebandi. Pemilihan 
RSUD dr. Soebandi kabupaten Jember  sebagai tempat 
penelitian dikarenakan apotek ini melayani asuransi 
kesehatan milik pemerintah dan swasta sehingga dapat 
menjangkau  pasien yang tingkat ekonomi rendah 
hingga yang tinggi dan sebagai salah satu fasilitas 
yang ditunjuk oleh BPJS untuk menjalankan SJSN, 
hubungan teraupeutik di Rumah Sakit  tidak hanya 
antara pasien dan apoteker tetapi dokter, tenaga 
medis lainnya saling terkait satu sama lain. sehingga 

keberadaan  dokter  masih  dalam  satu  lingkungan 
dengan apoteker dan memiliki rekam medik sebagai 
bukti kondisi medis seseorang.

  Pada  penelitian  ini,  kebutuhan  pasien  pada 
pelayanan kefarmasian dibatasi pada pelyanan resep. 
pemilihan  penelitian  pada  pelayanan  resep  karena 
Resep merupakan bagian dari hubungan profesional 
anatara pembuat resep yaitu dokter, dokter gigi, dokter 
hewan  dengan  apoteker  dan  pasien.  Hal  ini  yang 
menunjukan tanggung jawab apoteker kepada dokter 
dan pasien untuk memberikan pelayanan kekarmasian 
yang  berkwalitas  dan  dapat  memenuh  kebutuhan 
pasien terhadap obat(9).

  Resep memuat informasi pembuat resep, identitas 
dan kondisi medis pasien dan obat yang digunakan 
sebagai  alat  terapi  untuk  meningkatkan  kualitas 
hidup.  Bedasarkan  resep,  apoteker  dapat  menggali 
dan  menilai  kebutuhan  pasien(9).  Pelayanan  Resep 
merupakan  salah  satu  pelayanan  kefarmasia  di 
apotek  yang  memiliki  tahapan-thapan  pelayanan 
khusus sesuai yang tercantum pada Peraturan Menteri 
Kesehatan No 73 Tahun 2016(14)..

Berdasarkan Tabel 1 tentang distribusi frekuensi
jenis  kelamin  responden,  persentase  jenis  kelamin 
responden  perempuan  lebih  tinggi   sebesar  58% 
dibandingkan  laki-laki.  Dari  segi  kesehatan, 
pasien  perempuan  memiliki  tingkat  morbiditi  atau 
kesakitanya  lebih  tinggi  frekuensi  sakit  perempuan 
lebih  sering  terutama  stress  memiliki  kebutuhan 
terhadap pelayanan kefarmasian lebih besar dari pada 
laki-laki(15).

Karakteristik  pasien  kedua  yang  diamati  pada
penelitian  ini  adalah  usia.  pada  Tabel  1  tentang 
distribusi  frekunsi  usia  responden,   Mayoritas 
responden berada pada rentang usia dewasa (28– 60 
tahun  )  sebesar  53,5%.  Usia  tua  atau  >  60  tahun 
memiliki kondisi  fi siologis yang berkurang sehingga 
mudah  terkena  penyakit.  Karena  berkurangnya 
kemampuan fi siologis, usia tua memiliki kebutuhan 
terhadap pelayanan kefarmasian lebih besar(15).

  Karakteristik  pasien  ketiga  yang  diamati  pada 
penelitian ini adalah tingkat pendidikan. Pada tabel 
1  tentang  distribusi  frekuensi  tingkat  pendidikan 
responden,  Mayoritas  pasien  berpendidikan  tamat 
menengah   sebanyak  57,3%.  Kesehatan  juga 
dipengaruhi  tingkat  pendidikan.  semakin  tinggi 
pendidikan  sesorang  maka  semakin  tinggi  tingkat 
kesadaran kesehatan karena pendidikan digunakan oleh 
seorang  individu  untuk  meningkatkan  kemampuan 
kognitif  dalam  memikirkan  terapi  obat  yang  akan 
dijalani  maka  semakin  tinggi  kebutuhan  sesorang 
untuk mendapatkan informasi obat yang benar. 
Karakteristik  pasien  ke  empat  yang  diamati  pada 
penelitian ini adalah status asuransi. Mayoritas pasien

 ,  
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No Karakteristik (%)Jumlah (n)

1 

Usia (tahun) 
17-27 
28-60 
>60 

 
191 
298 
68 

 
34,3 
53,5 
12,2 

2 
Jenis kelamin 
Laki-laki 
Perempuan 

 
232 
325 

 
42 
58 

3 

Pendidikan 
Tidak sekolah 
Pendidikan dasar 
Pendidikan menengah 
Pendidikan tinggi 

 
3 
83 
319 
152 

 
0,5 
14,9 
57,3 
27,3 

 
4  

Asuransi kesehatan 
Askes 
Tidak ada biaya sendiri 
Jkm 
Asuransi lain 

 
339 
138 
66 
14 

 
60,9 
24,8 
11,8 
2,5 

 

Tabel 1. Distribusi frekuensi kebutuhan pasien berdasarkan karakteristik pasien.

(%)Jumlah (n)VariabelNo

1 
Tepat Indikasi 
butuh 
tidak butuh 

 
80 
447 

 
14,4 
85,6 

2 
Efektif 
butuh 
tidak butuh 

 
84 
473 

 
15,1 
84,9 

3 
Aman 
butuh 
tidak butuh 

 
126 
431 

 
22,6 
77,4 

4  
Patuh 
butuh 
tidak butuh 

 
31 
526 

 
5,6 
94,4 

 

yang menjadi responden sebesar 60,9 % adalah pasien 
ASKES karena pasien ASKES termasuk masyarakat 
golongan  menegah  ke  atas.  Tingkat  perekonomian 
pasien  mempengaruhi  kondisi  kesehatan  sesorang. 
Tingkat perekonomian rendah mengalami penurunan 
pertumbuhan  sehingga   kebutuhan  pasien  pada 
pelayanan kefarmasian semakin meningkat(15).

  Variabel kebutuhan pertama yaitu variabel tepat 
indikasi.   Berdasarkan  Tabel  2,  mayoritas  pasien 
menyatakan  butuh  terhadap  tepat  indikasi  sebesar 
85,6%  dan 14,4% menyatakan tidak butuh. Variabel 
kebutuhan  kedua  yaitu  variabel  efektif.  Mayoritas 
pasien menyatakan butuh terhadap terapi pengobatan 
yang efektif sebesar 84,9 %  dan 15,5% menyatakan 
tidak butuh. Variabel kebutuhan ketiga yaitu variabel 
aman.

  Mayoritas  pasien  menyatakan  butuh  tehadap 
terapi  pengobatan  yang  aman  sebesar  77,4%   dan 
22,6%  menyatakan tidak setuju. Variabel kebutuhan 
keempat  yaitu  variabel  patuh.  Mayoritas  pasien

Tabel  2.  Distribusi  frekuensi  kebutuhan  pasien  pada
pelayanan kefarmasian

Variabel 
Nilai 

Rata-Rata 
KesimpulanKlasifikasi

Tepat 
Indikasi 

9,6 
Butuh:3-8 

Tidak 
Butuh :9-12 

Butuh 

6,3Efektif
Butuh:2-5 

Tidak 
Butuh :6-9 

Butuh 

9,3Aman
Butuh:3-8 

Tidak 
Butuh :9-12 

Butuh 

12,6Patuh
Butuh:4-10 

Tidak 
Butuh :11-6 

Butuh 

 

menyatakan  butuh  terhadap  terapi  pengobatan 
yang  dapat  digunakan  sesuai  aturan  penggunaan 
obat  sebesar  94,4%   dan  5,6%  menyatakan  tidak 
butuh  Berdasarkan perhitungan prosentase  variasi 
keempat,  diketahui  bahwa  prosentase  variasi  tepat 
indikasi, efektif, aman, patuh sebesar 22%, 14,6 % , 
2,12%, 3,8%. jika nilai variasi variabel > 30 % maka 
penyajian  data  berdasarkan  nilai  rata-rata  masing- 
masing variabel.

  Berdasarkan Tabel 3 tentang nilai rata-rata variabel 
diatas dapat disimpulkan bahwa pasien membutuhkan 
terapi pengobatan yang tepat indikasi, efektif, aman 
dan dapat digunakan sesuai aturan penggunaan.hasil 
ini sesuai yang disampaikan oleh Rovers  et al(16)  , yang 
mengatakan  bahwa  terdapat  lima  kunci  kebutuhan 
pasien  pada  pelayanan  kefarmasian  yaitu:  pasien 
memiliki  sesuatu  ketepatan  indikasi  tiap  obat  yang 
diminum, terapi obat  yang digunakan pasien efektif, 
terapi obat  yang digunakan pasien aman dan pasien 
dapat mematuhi terapi obat punya dan aspek lainnya

Tabel 3. kebutuhan pasien berdasarkan nilai
rata-rata pervariabel
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yang terdapat pada rencana nya.
  Terapi pengobatan tepat indikasi, efektif, aman 

dan  dapat  digunakan  sesuai  aturan  penggunaan 
dapat tewujud jika asuhan kefarmasian dijalankan(7). 
Asuhan  kefarmasian  dijalankan  oleh Apoteker(7). 
Asuhan  kefarmasian  tidak  dapat  dijalankan  jika 
pelayanan kefarmasian tidak dilakukan apoteker atau 
dilakukan apotek karena apotek identik dengan proses 
dispensing(13) . Sehingga manfaat yang diterima pasien 
hanya obat bukan Terapi pengobatan tepat indikasi, 
efektif,  aman  dan  dapat  digunakan  sesuai  aturan 
penggunaan.

  Berdasarkan   Peraturan  Menteri  Kesehatan  No 
72 Tahun  2016  tentang  standard pelayanan farmasi 
dirumah sakit bab  dua menyatakan bahwa pelayanan 
kefarmasian merupakan pendekatan profesional yang 
bertanggung  jawab  dalam  menjamin  penggunaan 
obat  dan  alat  kesehatan  sesuai  indikasi,  efektif, 
aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan 
pengetahuan,  keahlian,  ketrampilan  dan  perilaku 
apoteker serta bekerja sama dengan pasien dan profesi 
kesehatan lainnya(17).

  Kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek rumah 
sakit terdiri pengkajian resep, dispensing, pemantauan 
dan pelaporan efek samping obat, pelayanan informasi 
obat, dan konseling obat. kegiatan pengkajian resep 
dilakukan dengan tujuan agar apoteker dapat menilai 
bahwa  terapi  obat  yang  diresepkan  tepat  indikasi, 
efektif dan aman berdasarkan informasi pasien, terapi, 
dan dokter yang berada dalam resep.

  Pada kegiatan ini, pengkajian  terhadap informasi 
pasien,  obat,  dan  dokter  untuk  memastikan  bahwa 
obat  yang  diresepkan  tepat  indikasi.  Pengkajian 
farmasi  meliputi  bentuk  dan  kekuatan  sediaan, 
dosis  dan  Jumlah  obat,  Stabilitas  dan  ketersediaan, 
aturan,  cara  dan  tehnik  penggunaan  untuk  menilai 
efektifi tas obat bagi pasien dan kenyamanan pasien 
terhadap obat yang diterima sehingga apoteker dapat 
menilai kemampuan pasien  untuk memenuhi terapi 
pengobatan.  Pengkajian  klinis  meliputi  ketepatan 
indikasi,   efektifitas  obat  dari  dosis  dan  waktu 
penggunaan  obat  sudah  terpenuhi  maka  apoteker 
dapat menilai keamanan obat berdasarkan data adanya 
duplikasi  pengobatan,  alergi,  interaksi  dan  efek 
samping obat, kontra indikasi, efek aditif(17).

  Kegiatan  selanjutnya  adalah  dispensing,  dalam 
proses dispensing obat dijamin agar tetap memiliki 
ketepatan  dosis,  efektif  dan  aman.  Pemantauan 
dan  pelaporan  efek  samping  obat   dilakukan  untuk 
menjamin  keamanan  obat.  sedangkan  konseling 
digunakan untuk mengatasi permasalahan kepatuhan 
pasien.

  Berdasarkan  penjelasan  Peraturan  Menteri 
Kesehatan  No  73  Tahun  2016  tentang  pelayanan

 

kefarmasian  diapotek   dapat  digambarkan  bahwa 
pemerintah  telah  menjamin  pasien  mendapatkan 
pelayanan  kefarmasian  yang  memberikan  manfaat 
tepat  indikasi,  efektif,  aman  dan  dapat  digunakan 
sesuai  aturan  penggunaan(14).  Selain  itu  pemerintah 
juga  menjamin  bahwa  yang  melakukan  pelayanan 
kefarmasian  diapotek adalah apoteker sesuai dengan 
keahlian dan wewenangnya(11).  Hal ini menunjukan 
bahwa  pelayanan  kefarmasian  diapotek  sudah 
berasaskan  asuhan  kefarmasian  dengan  jaminan 
bahwa  penyedia  pelayanan  kefarmasian  adalah 
apoteker.

  Efektif, aman dan kepatuhan menggunakan obat 
merupakan manfaat obat yang digunakan sebagai dasar 
Apoteker meminta kompensasi dari pelayanan yang 
diberikan  kepada  pasien(6).  Sebuah  profesioanalitas 
praktek  akan  berlansung  lama  jika  diberi  suatu 
kompensasi.  Hal ini juga disampaikan oleh Tamblyn, 
R dan Batitista(8) bahwa kompensasi dapat menjadi 
sebuah  perangsang  bagi  praktisi Apoteker  menjadi 
lebih baik dalam memberikan pelayanan kefarmasian. 
Bentuk kompensasi ini berupa biaya profesional yang 
diberikan kepada Apoteker(9).

  Namun  berdasarkan  Undang-undang  No.  24 
tahun 2011, pasal 11 BPJS melakukan kesepakatan 
reimbursement  dengan  fasilitas  kesehatan  salah 
satunya Apotek bukan dengan apoteker. Sedangakan 
pemerintah  sendiri  telah  menjamin  bahwa  pasien 
mendapatkan  asuhan  kefarmasian  yang  diberikan
oleh Apoteker(1) .

SIMPULAN

Pada pelayanan resep di apotek, pasien membutuhan 
terapi pengobatan  yang tepat indikasi,efektif, aman
dan dapat digunakan sesuai aturan penggunaan
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